





HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang 
Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang merupakan wujud 
perubahan atas sebuah lembaga pemerintahan yang sebelumnya bernama Dinas 
Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Malang. Badan Pelayanan Pajak Daerah 
merupakan pelaksana otonom SKPD tingkat Kota yang menjalani tugas sebagai 
pengelola pajak dan retribusi di wilayah Kota Malang. Pajak daerah yang 
dipungut oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang merupakan pajak 
Kota antara lain: (1) Pajak Hotel yang didalamnya termasuk pajak kos-kosan 
dengan jumlah kamar lebih dari 10, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) 
Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, 
(10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan. 
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang beralamat di Perkantoran 
Terpadu Gedung B Lantai 1, Jl. Mayjend Sungkono, Arjowinangun, 
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132. Lokasi Badan Pelayanan 
Pajak Daerah Kota Malang di Perkantoran Terpadu guna untuk memudahkan 
masyarakat dalam mengurus pajak yang berupa pemeriksaan, penagihan, 
pengawasan, penilaian, penetapan, pengurangan, keberatan, dan banding untuk 
semua jenis pajak yang terdapat pada Kota Malang. 
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Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang awalnya disebut dengan Dinas 
Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat 
Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 1 Januari 1970. Untuk 
menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya 
volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang 
Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka 
penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Malang. 
Perkembangan selanjutnya Dinas Pendapatan mengalami beberapa perubahan 
mendasar yang didukung dengan peraturan perundangan antara lain: 
1. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 
tentang susunan oraganisasi Dispenda Malang 
2. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan 
dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 
1996. (perubahan Dispenda Kotamadya daerah Tingkat II Malang 
ditingkatkan klasifikasinya menjadi tipe A). 
Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001, 
Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang 
menangani penerimaan daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tetang pembentukan, 
kedudukan, tugas pokok, dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah dengan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam 
Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang uraian, tugas, fungsi, 
dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Malang. 
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Penerbitan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan 
Pajka Bumi dan Bangunan kepada daerah, maka Pemerintah Kota Malang 
menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. 
Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi pada 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dituangkan dengan Peraturan Daerah 
Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 54 
Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Keja Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Malang. 
Potensi pajak yang besar membuat Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 
ingin lebih mengoptimalkan dengan mengubah Dinas Pendapatan Daerah menjadi 
Badan Pelayanan Pajak Daerah dengan menyiapkan lima Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) di masing-masing kecamatan dengan penyesuaian Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja (SOTK) yang baru sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Daerah 
Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah. 
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam menjalankan tugasnya 
memliki visi dan misi untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Visi dari Badan 
Pelayanan Pajak Daerah ialah “Terwujudnya Penerimaan Pajak Daerah Yang 
Optimal Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”. Untuk mencapai visi yang 
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telah dibuat, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang berusaha dan bekerja 
keras dalam melakukan penagihan dan pelayanan pajak yang terbaik serta bekerja 
secara profesional guna meningkatkan penerimaan pajak daerah sesuai dengan 
target yang telah ditetapkan. Adapun misi yang dijalankan Badan Pelayanan Pajak 
Daerah Kota Malang ialah “Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah Melalui 
Pelayanan Publik Yang Profesional, Akuntabel, Dan Berorientasi Pada Kepuasan 
Masyarakat”. 
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang memliki sumber daya manusia 
yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis jabatan, golongan, dan jenis 
kelamin. Adapun sumber daya manusia yang terdapat di dalam Badan Pelayanan 
Pajak Daerah Kota Malang yaitu: 












107 72 35 9 57 39 2 1 6 10 
Sumber: Data diolah, 2017 
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam menjalankan tugasnya 
memliki tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin dicapai BPPD Kota Malang ialah 
mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan memberikan pelayanan yang 
memuaskan terhadap masyarakat serta. Sasaran Badan Pelayanan Pajak Daerah 
Kota Malang yaitu peningkatan penerimaan pajak daerah. 
Tugas pokok Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang adalah 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
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penerimaan dan pemugutan pajak daerah. Sedangkan fungsi Badan Pelayanan 
Pajak Daerah Kota Malang antara lain: 
a. Penyusunan perencanaan strategis Perangkat Daerah; 
b. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah; 
c. Pengembangan potensi Pajak Daerah; 
d. Pendataan, pendaftaran, dan penetapan Pajak Daerah; 
e. Pemungutan Pajak Daerah; 
f. Penyelesaian keberatan Pajak Daerah; 
g. Penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran 
atas Pajak Daerah; 
h. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah; 
i. Penerbitan Nomor Pokok  Wajib Pajak Daearah (NPWPD); 
j. Pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah; 
k. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam kewenanganya; 
l. Pengelolaan administrasi umum; 
m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan 
n. Penyelenggaraan UPT. 
Badan Pelayanan Pajak Daearh merupakan perangkat daerah yang 
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan 
khususnya pemungutan Pajak Daerah. Badan Pelayanan Pajak Daerah dipimpin 
oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
dibantu oleh seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yaitu: 
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1. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan 
2. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 
3. Bidang Pengembangan Potensi 











Gambar 4: Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang 
Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah, 2017 
Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 
Pelayanan Pajak Daerah tugas dari setiap jabatan tersebut meliputi: 
1. Kepala Badan 
Kepala Badan memiliki tugas yaitu: 
KEPALA BADAN 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL SEKRETARIAT  





































a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Badan. 
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, subbidang, dan 
kelompok jabatan fungsional. 
c. Melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi 
pemerintah/swasta dalam rangka melakukan pelaksanaan tugas dan 
fungsi Badan. 
d. Mengkoordinasikan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah 
pada Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kota/Kabupaten 
Administrasi. 
e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 
fungsi Badan. 
2. Sekretariat 
Sekretariat memliki tugas mengelola administrasi umum meliputi 
penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, 
kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan 
kepustakaan serta kearsipan. 
3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan 
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi 
dan pelaporan serta penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan 
atas pertanggungjawaban keuangan. 
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4. Subbagian Umum dan Kepegawaian 
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan 
pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan organisasi 
dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, 
perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan 
administrasi kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah. 
5. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan 
Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas 
membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan program dan 
kegiatan di bidang pendataan, pendafatran, penilaian dan penetapan serta 
pengawasan Pajak Daerah. 
6. Subbidang Pendataan 
Subbidang Pendataan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan 
penyusunan bahan dalam rangka pendataan Pajak Daerah. 
7. Subbidang Pendaftaran 
Subbidang Pendaftaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan 
penyusunan bahan dalam rangka pendaftaran Pajak Daerah. 
8. Subbidang Penetapan 
Subbidang Penetapan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan 
penyusunan bahan dalam rangka penetapan Pajak Daerah. 
9. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 
Bidang Penagihan dan Pemeriksaan memliki tugas yaitu: 
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Membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan program dan 
kegiatan di bidang penagihan dan pemeriksaan Pajak Daerah. 
10. Subbidang Penagihan 
Subbidang Penagihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan 
penyusunan bahan dalam rangka penagihan Pajak Daerah. 
11. Subbidang Pemeriksaan 
Subbidang Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan 
penyusunan bahan dalam rangka pemeriksaan obyek, subyek dan Wajib 
Pajak Daerah. 
12. Subbidang Penyelesaian Sengketa 
Subbidang Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyelesaian keberatan 
dan sengketa Pajak Daerah. 
13. Bidang Pengembangan Potensi 
Bidang Pengembangan Potensi mempunyai tugas membantu Kepala badan 
melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengembangan 
potensi Pajak Daerah. 
14. Subbidang Penggalian 
Subbidang Penggalian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan 
penyusunan bahan dalam rangka penggalian potensi peningkatan 
penerimaan Pajak Daerah. 
15. Subbidang Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak 
Subbidang Pembangunan Sistem Pelayanan Pajak memiliki tugas yaitu: 
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Melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka 
pengembangan sistem pelayanan Pajak Daerah. 
16. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 
melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka monitoring, 
evaluasi dan pelaporan Pajak Daerah. 
17. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan bidnag jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
B. Penyajian Data 
1. Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan Secara Manual 
Pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoranya. 
Mekanisme pemungutan pajak hiburan di Kota Malang diatur berdasarkan 
Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan 
Pembayaran Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Pajak Daerah. Mekanisme pemungutan pajak hiburan antara lain: 
a. Tata Cara Pendaftaran 
Setiap wajib pajak hiburan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 
(NPWPD) atas usahanya dengan cara melalui pelaporan atau pendataan untuk 
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melaporkan transaksi usahanya. Syarat sebagai kelengkapan permohonan 
pendaftaran NPWPD, meliputi: 
1) Fotocopy KTP atau identitas lain yang sah dari penanggung jawab usaha; 
dan/atau 
2) Fotocopy izin usaha, tanda daftar usaha pariwisata, izin pengambilan air 
tanah, atau perizinan lainnya yang sah. 
Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri melalui pelaporan maupun 
pendataan atas usahanya akan diberikan NPWPD. Apabila wajib pajak tidak 
memenuhi persyaratan subjek pajak atau objek pajak sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan maka akan dilakukan penghapusan NPWDP. Wajib pajak 
yang telah menjalankan usahanya tetapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan 
usahanya akan dikenakan sanksi pidana. 
b. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak 
Dasar pengenaan Pajak Hiburan yaitu jumlah uang yang diterimakan yang 
seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan 
tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif Pajak 
Hiburan menurut Peraturan Daerah Malang Nomor 2 Tahun 2015 ditetapkan  
sebagai berikut: 
1) Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);  
2) Pagelaran musik, tari, dan/atau busana sebesar 15% (lima belas persen);  
3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas 
persen);  
4) Pameran sebesar 15% (lima belas persen);  
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5) Diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);  
6) Karaoke keluarga sebesar 25% (dua puluh lima persen);  
7) Karaoke non keluarga sebesar 35% (tiga puluh lima persen);  
8) Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);  
9) Billyar sebesar 15% (lima belas persen);  
10) Bowling sebesar 15% (lima belas persen);  
11) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 
15% (lima belas persen);  
12) Panti pijat, refleksi, mandi uap/Spa, dan pusat kebugaran (fitness center), 
dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);  
13) Pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen);  
14) Hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 0% (nol persen). 
Pajak hiburan karaoke dikenakan atas pembayaran sewa ruangan dan 
makanan/minuman. Dasar pengenaan pajak karaoke antara lain: 1) tanggal dan 
jam transaksi, 2) sales/Trx Id, 3) Receipt Number, 4) amount room, 5) amount 
food, 6) amount beverages – amount service charge. Pajak hiburan klab malam 
dikenakan atas pembayaran makanan dan minuman. Pajak hiburan billyar, 
bowling, dan permainan ketangkasan dikenakan atas pembayaran sewa 
permainan, sewa kartu, makanan/minuman. Pajak hiburan permainan kendaraan 
bermotor (gokart, balap mobil/motor dan sejenisnya) dikenakan atas pembayaran 
untuk permainan/ketangkasan, tanda masuk/tiket/karcis untuk menonton, dan 
makanan/minuman. Pajak hiburan panti pijat, refleksi, mandi uap/Spa dan pusat 
kebugaran (fitness center) dikenakan atas pembayaran sewa ruangan, biaya terapi, 
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biaya di muka, makanan/minuman, dan biaya keanggotaan. Pajak hiburan diskotik 
dikenakan atas pembayaran tanda masuk/tiket/karcis, sewa meja, pembayaran 
makanan/minuman, dan sewa ruangan. 
c. Tata Cara Penetapan Pajak Hiburan 
Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
(SPTPD) untuk melakukan penetapan pajaknya. SPTPD harus diisi dengan jelas, 
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. SPTPD 
pajak hiburan harus disampaikan kepada Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah 
selambat-lambatnya 15 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak. Masa pajak 
yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Masa Pajak Hiburan 
yang sifatnya insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka 
waktu penyelenggaraan hiburan. 
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah menetapkan Pajak yang Terutang 
dengan menerbitkan SKPD. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dan wajib pajak telah 
menerima surat pemberitahuan penyelesaian pajak terutang, maka wajib pajak 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari 
kekurangan pajak yang harus dibayar dan ditagih dengan menerbitkan SKPD. 
Pajak yang terutang dalam masa Pajak Hiburan terjadi pada saat penyelenggaraan 
hiburan atau sejak diterbitkannya SPTPD. Jumlah wajib pajak hiburan di Kota 
Malang dengan seiring waktu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal 




Tabel 3 Jumlah Wajib Pajak Daerah Kota Malang 
NO JENIS PAJAK 
TAHUN 
2014 2015 2016 
1 Pajak Hotel 549 852 923 
2 Pajak Restoran 587 767 739 
3 Pajak Hiburan 94 118 150 
4 Pajak Reklame 3896 4256 4856 
5 
Pajak Penerangan  
61 60 62 
Jalan 
6 Pajak Parkir 133 133 124 
7 
Pajak Air Bawah 
466 469 471 
Tanah 
8 
Pajak Bumi dan 
257057 260624 265837 Bangunan 
Perkotaan 
9 
Pajak Bea Perolehan 
9895 10933 11713 
Hak Atas Tanah 
Bangunan 
(BPHTB) 
Jumlah 272738 278212 284875 
Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah, 2017 
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya 
jumlah wajib pajak hiburan di Kota Malang mengalami peningkatan yang pada 
awal tahun 2013 sebesar 94 wajib pajak dan pada tahun 2014 mengalami 
penambahan jumlah wajib pajak sebesar 24 wajib pajak atau sekitar 25,5%. Tahun 
2015 juga mengalami peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun sebelumnya 
sebesar 32 wajib pajak atau sekitar 27,1%. 
d. Tata Cara Pembayaran Pajak Hiburan 
Pajak Hiburan dipungut oleh pemilik atau penyelenggara kegiatan hiburan 
yang memungut bayaran dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran 
pada Badan Pelayanan Pajak Daerah saat penyelenggara hiburan. Pembayaran dan 
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penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 
Daerah (SSPD) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD. 
SSPD atau sarana administrasi lain memiliki fungsi sebagai bukti pembayaran 
pajak apabila telah disahkan oleh Bendahara Penerimaan. 
e. Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Hiburan 
Tata cara angsuran atau penundaan pembayaran pajak hiburan adalah sebagai 
berikut: 
1) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur 
dan/atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam 
STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan 
Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, 
kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah; 
2) Mengisi surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang 
telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan ditandatangani oleh 
Wajib Pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh 
koordinator dilapangan/Petugas Dinas Pendapatan Daerah; 
3) Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan 
kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan 
angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
penagihan pajak dengan Surat Paksa. 
Syarat-syarat angsuran atau penundaan pembayaran adalah sebagai berikut: 
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1) Permohonan harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum 
saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan 
jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda; 
2) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja tidak dapat dipenuhi 
oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan 
Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Badan Pelayanan 
Pajak Daerah sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran 
keadaan di luar kekuasaannya tersebut. 
Angsuran atau penundaan pembayaran pajak hiburan tidak berlaku terhadap 
pajak hiburan yang bersifat insidentil. Setelah semua syarat terpenuhi maka 
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah menerbitkan keputusan atas permohonan 
berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 
(empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Apabila jangka 
waktu telah lewat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah tidak memberi suatu 
keputusan maka permohonan wajib pajak dianggap diterima. Pemotong atau 
pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya secara bulanan paling 
lama tangal 10 setiap bulannya. 
2. Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan dengan Sistem Online 
Peraturan yang mewadahi tentang pemungutan pajak hiburan dengan sistem 
online  adalah Peraturan Daerah Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak 
Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan 
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Pembayaran Pajak Daerah. Peraturan ini dibuat dengan beberapa pertimbangan 
yaitu: 
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan 
atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah 
yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah, perlu dilakukan penyetoran Pajak Daerah tertentu 
melalui online system. 
2. Bahwa tata cara pembayaran pajak daerah yang telah diatur dalam 
Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan 
Pembayaran Pajak Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan. 
Aturan lain yang mewadahi penerapan sistem online adalah nota kesepahaman 
antara Pemerintah Kota Malang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia tentang 
Layanan Jasa Perbankan secara online dan perjanjian kerja sama antara 
Pemerintah Kota Malang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia tentang Pelaksanaan 
Online System Pajak Daerah untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan dan Pajak Parkir. 
Peraturan tersebut di atas merupakan dasar hukum yang melandasi penerapan 
sistem online pajak hiburan di Kota Malang. Informan 2 juga menjelaskan dalam 
transkrip berikut: 
“Dulu pertama kita mengadakan studi banding ke DKI Jakarta yang 
merupakan kota pertama yang menerapkan sistem online ini, setelah itu kita 
lanjut dengan membuat landasan hukum yaitu berupa Peraturan Walikota 




A. Konsep Sistem Online 
Pemerintah Kota Malang meluncurkan program sistem pajak online atau e-
Tax. Program tersebut pertama di Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya hanya DKI 
Jakarta yang menjalankan program tersebut. Sistem pajak secara online itu 
diberlakukan sebagai salah satu upaya mengurangi adanya potensi kebocoran 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran, hotel, dan tempat 
hiburan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. 
Mekanisme penggunaan sistem online pertama-tama disosialisasikan, kemudian 
diimplementasikan. Konsep sistem pajak online dapat dilihat pada gambar berikut 
ini: 
Gambar 5: Konsep Penerimaan Pajak Online 
Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah, 2017 
 
Keterangan:  
1. Setiap data transaksi di POS atau loket direkam dan dikirim ke server BRI.  
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2. Server BRI akan memproses data transaksi dan nominalnya. BPPD 
Pemerintah Kota dapat meng-access data dan menerima data (host to 
host).  
3. BPPD Pemerintah Kota Malang dapat memonitor rekening beserta 
transaksinya setiap saat dengan menggunakan CMS BRI.  
4. Selanjutnya Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah 
(closed srfcedx DX payment) melalui cara memberikan kuasa kepada BRI 
untuk melakukan pendebitan rekening BRI (autodebt) milik Wajib Pajak 
setiap tanggal 1-15 untuk tagihan Pajak Daerah bulan sebelumnya. SSPD 
ter create otomatis setelah proses autodebt selesai.  
5. Wajib Pajak melaporkan SPTPD bulanan, paperless, menggunakan CMS 
BRI setiap tanggal 16-20. 
 
Gambar 6 : Alur Kerja Online System 
Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah, 2017 
Alternatif pengiriman data: 
-  Barebone di outlet WP (distributed) 
-  Barebone data di DC WP (centralized) 
-  WP kirim data (secure ftp) ke FTP server  BRI via internet 
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Tahap Implementasi di Wajib Pajak: 
1. Pembukaan rekening Giro BRI + Isi form CMS 
2. Tahap assessment sistem 
3. Tahap pasang alat 
4. Tahap trial/rekonsiliasi data 
5. CMS siap, Dana di Giro siap, proses autodebet 
6. Sistem Cash Management System: 
a. Penyajian data transaksi WP 
b. Pembayaran pajak real time-online 
c. Pelaporan SSPD dan SPTPD 
d. Fitur default CMS 
B. Pelaksanaan Pajak Online 
 Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah melakukan 
reformasi pajak untuk meningkatkan potensi pendapatan pajak melalui pajak 
online (e-tax). Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang memiliki beberapa 
tahapan dalam melakukan pelaksanaan sistem online. Adapun langkah-langkah 
yang dilakukan BPPD yaitu melalui: 1) Tahap Perencanaan, 2) Persiapan Teknis, 
3) Tahap Implementasi. 
1. Tahap Perencanaan 
a. Mengadakan studi referensi dan komparasi ke Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta 
b. Penyusunan regulasi terkait pelaksanaan on line sistem pajak daerah, 
khususnya untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir. 
70 
 
c. Konsultasi secara formal maupun non formal dengan pihak DPRD kota 
Malang, terutama Komisi B dan Badan Anggaran 
d. Pembahasan draft perjanjian Pelaksanaan on line sistem pajak daerah 
antara Pemerintah Kota Malang dengan BRI Malang. 
e. Penyampaian surat pemberitahuan kepada wajib pajak restoran, hotel, 
hiburan dan parkir di kota Malang terkait dengan program pajak online.  
f. Sosialisasi Online Sistem Pajak Daerah melalui media cetak dan 
elektronik. 
g. Sosialisasi kepada stake holder, pengurus komunitas / paguyuban, dan 
para wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir sasaran pajak online 
2. Persiapan Teknis 
a. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara 
Pemerintah Kota Malang dengan BRI serta Launching Program Online 
System Pajak Daerah oleh Walikota Malang 
b. Sosialisasi teknis kepada masing-masing wajib pajak di lokasi usaha 
c. Wajib Pajak menerima penjelasan secara detail, dan menghadirkan tim 
IT/programmer Wajib Pajak 
d. Memanfaatkan event pameran untuk sosialisasi program Online System 
Pajak Daerah Kota Malang kepada masyarakat luas 
e. Sinkronisasi system transaksi usaha wajib pajak agar terkoneksi dengan 
server BPPD 
f. Pemasangan perangkat e-tax, memungkinkan wajib pajak mengirim atau 
server BPPD mengambil data transaksi usaha secara periodik 
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g. Proses pendaftaran nasabah BRI sebagai syarat pembayaran pajak 
autodebet, juga penjelasan tentang Cash Management System (CMS) 
sebagai aplikasi perbankan untuk pajak online 
h. Pendampingan teknis IT untuk pelaksanaan perdana pelaporan dan 
pembayaran pajak secara online 
3. Tahap Implementasi 
a. Dimulai awal bulan, secara online akan terkirim data transaksi periodik 
b. Bulan berikutnya (masa pembayaran pajak) melalui CMS, Wajib Pajak 
dapat melakukan Adjusment sebagai bentuk rekonsiliasi dan klarifikasi 
atas data transaksi yang sudah terekam 
c. Wajib Pajak mengakui ketetapan pajak daerah yang harus dibayar dan 
melakukan persetujuan autodebet dari rekening BRI yang dimiliki 
d. Wajib Pajak mencetak sendiri bukti pembayaran pajak online setelah 
autodebet (e-SSPD) 
e. Admin BPPD melakukan monitoring online dan rutin terhadap pelaporan 
dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak 
f. Tim teknis IT BRI juga rutin monitoring dan maintenance terhadap 
operasional teknis perangkat e-tax 
Pelaksanaan sistem online tersebut tercantum dalam Peraturan Walikota 
Malang Nomor 32 tahun 2013. Walikota menunjuk Bank Umum Pemerintah 
sebagai pelaksana operasional online system. Pelaksana operasional online system 
oleh Bank Umum Pemerintah dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara 
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Walikota dengan Pimpinan Bank Umum Pemerintah. Perjanjian kerja sama 
sekurang-kurangnya mengatur: 
a. Jenis pelayanan yang diberikan 
b. Mekanisme pengeluaran/penyaluiran dan melalui bank 
c. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas 
Umum Daerah 
d. Pemberian bunga/jasagiro/bagi hasil atas saldo rekening 
e. Pemberian imbalan atas jasa pelayanan 
f. Kewajiban menyampaikan laporan 
g. Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena 
pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian 
h. Tata cara penyelesaian perselisihan 
C. Maksud dan Tujuan Program Pajak Online 
1. Meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib 
Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang, 
terutama pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir;  
2. Untuk menerapkan sistem pelayanan perpajakan daerah, khususnya 
pelaporan dan pembayaran pajak yang transparan, akuntabel dan akurat 
dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;  
3. Mewujudkan good corporate governance (Tata Kelola Pemerintahan yang 
Baik). 




Tabel 4 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pajak Online 
SEBELUM  E - TAX 
 
DENGAN  E – TAX 
Wajib Pajak merekap transaksi 1 
bulan, menyerahkan bukti transaksi 
(bon bill, nota, dsb) 
 
Tidak perlu manual.  Cukup aplikasi 
website CMS 
Wajib Pajak mengisi Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah 
(SPTPD) secara manual 
 
Tidak perlu manual.  Cukup aplikasi 
website CMS 
Wajib Pajak menghitung sendiri 
ketetapan pajaknya 
 
Tidak perlu manual.  Cukup aplikasi 
website CMS 
Wajib Pajak menyerahkan Laporan 
Pajak ke kantor Dispenda 
 
Tidak perlu manual.  Cukup aplikasi 
website CMS 
Wajib Pajak membayar pajak  daerah 
secara tunai di loket pembayaran 
kantor Dispenda 
 
Tidak perlu manual. Cukup autodebet 
saldo 
Wajib Pajak tidak bisa mengecek 
ketetapan pajak sewaktu-waktu 
 
Wajib Pajak bisa mengecek ketetapan 
pajak dimanapun dan kapanpun berada 
Membutuhkan banyak SDM, petugas 
loket, pengadministrasi, pemeriksa, 
bendahara, dsb 
 
Hanya membutuhkan operator / admin 
server 
Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah, 2017 
Berdasarkan tabel tersebut diatas sebelum adanya e-tax wajib pajak masih 
melakukan secara manual dari proses merekap transaksi dan menyerahkan bon 
bill kemudian mengisi SPTPD, mengitung sendiri, menyerahkan laporan ke 
BPPD, membayar secara tunai ke loket pembayaran BPPD dan tidak bisa 
mengecek ketetapan pajak sewaktu-waktu. Penggunaan e-tax merubah penerapan 
yang tadinya dilakukan secara manual dengan menggunakan sistem aplikasi 
website CMS dan autodebet dan bisa mengecek ketetapan pajak sewaktu-waktu 
tidak perlu harus datang ke kantor BPPD. 
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Tabel 5 Wajib Pajak Hiburan Yang Menggunakan Sistem Online 




Hiburan Autodebet Success 
2 INUL VIZTA KAWI Hiburan Autodebet Success 
3 KARAOKE DIVA Hiburan Autodebet Success 
4 DHOGHADHO SPA Hiburan Autodebet Success 




























11 KARAOKE TRALALA Hiburan Terkoneksi Belum CMS 
12 SUN KARAOKE Hiburan Terkoneksi 
Data tidak 
tersedia 
13 NEXT KTV Hiburan Terkoneksi 
Data tidak 
tersedia 









16 DOREMI KARAOKE Hiburan Terkoneksi 
Data tidak 
tersedia 




Hiburan Terkoneksi Belum CMS 




Sumber: Data diolah, 2017 
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak 
hiburan yang telah menggunakan sistem online hanya sekitar 12,7% dari jumlah 
keseluruhan wajib pajak yang tertera pada tabel 3, dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Jumlah wajib pajak hiburan yang telah sukses menggunakan sistem online  
sebesar 6 (enam) wajib pajak atau sekitar 4%. 
2. Jumlah wajib pajak hiburan yang telah terkoneksi dengan sistem tetapi 
tidak menyediakan data sebesar 7 (tujuh) wajib pajak atau sekitar 4,7%. 
3. Jumlah wajib pajak yang telah terkoneksi tetapi belum Case Management 
System (CMS) sebesar 3 (tiga) wajib pajak atau sekitar 2%. 
4. Jumlah wajib pajak hiburan yang baru terpasang alat pajak online dan 
tidak menyediakan query sebesar 1 (satu) wajib pajak atau sekitar 0,7%. 
5. Jumlah wajib pajak hiburan yang masih dalam tahap sosialisasi 
pemasangan alat pajak online sebesar 2 (dua) wajib pajak atau sekitar 
1,3%. 
D. Kewajiban dan Larangan Wajib Pajak 
Wajib Pajak Hiburan yang telah menyetujui untuk menggunakan sistem online 
harus memenuhi seluruh kewajiban dan menghindari larangan sesuai dengan 
Peraturan Daerah Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah yaitu: 
a. Kewajiban 
1. Menjaga perangkat e-tax 
2. Menyediakan data terkait perpajakan yang diperlukan 
3. Melakukan koordinasi dengan vendor PoS terkait penyediaan data 
b. Larangan 
1. Memanipulasi PoS agar tidak dikoneksikan dengan perangkat e-tax 
2. Mematikan perangkat e-tax tanpa ijin dari BPPD/BRI 
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Apabila wajib pajak melanggar/tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka 
wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh 
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Wajib pajak dan Badan Pelayanan 
Daerah Kota Malang juga memiliki tugas yang harus dijalankan. Tugas yang 
dimaksud meliputi: 
1. Tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah Malang antara lain:  
a. Monitor perkiraan Penerimaan Pajak;  
b. Monitor penerimaan pajak (AutoDebt);  
c. Monitor rekapitulasi transaksi harian;  
d. Monitor rincian transaksi per wajib pajak;  
e. Analisa data penerimaan pajak. 
2. Tugas Wajib Pajak adalah:  
a. Monitor transaksi penerimaan pembayaran;  
b. Monitor perkiraan tagihan pajak;  
c. Melaporkan SSPD & SPTPD paperless;  
d. Mengelola saldo rekening. 
C. Analisis Data Dan Pembahasan 
1. Analisis Efektivitas Implementasi Sistem Online dalam Pemungutan Pajak 
Hiburan Model 7S McKinsey 
Efektivitas dalam penelitian ini yaitu memfokuskan seberapa besar suatu 
organisasi dapat mencapai tujuan atau sasaran. Pengukuran tingkat efektivitas 
sistem online dalam pemungutan Pajak Hiburan yang terdapat di Kota Malang 
dilakukan dengan menggunakan teori McKinsey Model 7S yang terdiri dari 7 
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faktor yaitu: Strategy, structure, system, style, staff, skill dan shared Values. 
Berikut adalah analisa penerapan sistem online dalam pemungutan Pajak Hiburan 
berdasarkan Model 7S McKinsey: 
a. Analisis Strategy  
Strategi adalah cara untuk mencapai sasaran dan tujuan jangka panjang dari 
sebuah organisasi dan proses adopsi rangkaian tindakan serta pengakomodasian 
sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Strategi ini 
diperlukan untuk mengelola organisasi, tidak hanya dalam ruang lingkup internal 
tetapi juga ruang lingkup eksternal dari organsasi tersebut. 
Stoner dan Co dalam Samudera (2012:31) menyatakan bahwa strategi adalah 
program luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan 
pendapat tersebut, strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perencanaan dan pengambilan keputusan. Strategi yang diterapkan pada sistem 
online ditujukan untuk melakukan pengawasan terhadap data transaksi wajib 
pajak guna untuk mengurangi potensi hilangnya penerimaan pajak. 
Proses perencanaan sistem online yang dilakukan oleh Badan Pelayanan 
Pajak Daerah mulai dari pengadaan perangkat pendukung sistem online  meliputi 
hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak) yang diperlukan 
untuk melaksanakan sistem online. Badan Pelayanan Pajak Daerah harus 
memperhitungkan antara cost dan benefit yang dihasilkan. Melalui kajian-kajian 
yang dilakukan, maka diputuskan melalui pihak ketiga untuk penyedia jasa sistem 




“Karena hal yang sifatnya teknis IT lebih banyak dipegang BRI sebagai 
partner BPPD (pihak ketiga), jadi sebenernya tidak terlalu banyak kesulitan, 
sedangkan software dan hardware itu hampir 100% disediakan BRI. BPPD 
hanya membuka untuk host to host dan untuk hardware kita bisa 
memanfaatkan yang sudah ada” 
Strategi yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam 
penerapan sistem online yaitu dengan mengadakan sosialisai menyeluruh dan 
door to door. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh informan 1 
sebagai berikut : 
“Jadi awalnya BPPD melakukan sosialisai menyeluruh. Kita mengundang 
hampir seluruh wajib pajak di Kota Malang kemudian kita lakukan 
sosialisasi. Tetapi terdapat sisi kekurangan nya. Dengan sosialisai besar-
besaran kadang pemahaman wajib pajak berbeda. Untuk itu setelah 
soisalisasi secara menyeluruh kita melakukan sosialisasi door to door” 
Badan Pelayanan Pajak Daerah juga bekerja sama dengan BRI dalam 
mengadakan alat transaksi kepada wajib pajak yang tidak mempunyai alat 
transaksi sebagai pendukung sistem online. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
dari informan 1 sebagai berikut: 
“Kalo dari kami terbatas alatnya, untuk penggalian potensi wajib pajak yang 
bisa di implementasikan pajak online kita memfasilitasi wajib pajak dengan 
BRI. Namun disini mulai dari penjadwalan pemasangan semua yang 
mengatur BPPD” 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dalam penerapan sistem 
online pajak hiburan di Kota Malang, maka dapat disimpulkan bahwa strategi 
yang digunakan Badan Pelayanan Pajak Daerah telah sesuai dengan teori yang 
digunakan peneliti yaitu dengan mengadakan sosialisasi menyeluruh dan 
memberitahukan kepada wajib pajak manfaat yang diperoleh dalam penggunaan 
sistem online seperti mengetahui prosedur, cara pemakaian, manfaat atau 
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keuntungan menggunakan sistem online, sehingga diharapkan akan menjaring 
wajib pajak baru untuk mengunakan sistem online. 
b. Analisis Structure  
Struktur merupakan pengorganisasian untuk menghasilkan sebuah struktur 
organisasi. Menurut Puspopranoto dalam Zakiyudin (2012:1) Organisasi adalah 
sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi 
merupakan sekelompok manusia yang berinteraksi menurut suatu pola tertentu 
sehingga setiap anggota organisasi mempunya fungsi dan tugasnya masing-
masing. Analisis struktur dalam penerapan sistem online pemungutan Pajak 
Hiburan di Kota Malang yaitu pembagian kerja dan koordinasi 
Pembagian kerja dan koordinasi dalam menerapkan sistem online dimulai 
dari proses perencanaan lalu kemudian implementasi. Tahap ini yaitu petugas 
pajak melakukan pendekatan kepada wajib pajak yang menjadi target 
diterapkannya sistem online. Hal ini diungkapkan juga oleh informan 1 sebagai 
berikut : 
“Kita melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak. Awalnya banyak yang 
keberatan, lalu kita menggunakan pendekatan persuasif dan akhirnya 
sebagian bisa dipasangi pajak online” 
Petugas pajak yang bertugas melakukan pendekatan adalah petugas pajak 
yang bertugas di lapangan dan memiliki hubungan dekat dengan Wajib Pajak, 
yaitu petugas–petugas dari bagian Unit Pelaksana Lapangan. Hal ini dijelaskan 
oleh informan 2 sebagai berikut : 
“Untuk pajak online sendiri kita mengadakan tim khusus yaitu tim UPL 
(Unit Pelaksana Lapangan) e-tax” 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dalam penerapan sistem 
online pajak hiburan di Kota Malang, maka structure yang digunakan oleh Badan 
Pelayanan Pajak Daerah belum sesuai dengan teori yang digunakan dalam 
penelitian ini. Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam pembagian kerja telah 
menyesuaikan dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing 
bidang yang ada, namun dalam penerapannya pihak Badan Pelayanan Pajak 
Daerah belum dapat menjaring seluruh wajib pajak untuk mengikuti program 
online system karena hanya sebagian saja yang telah mengikuti program tersebut 
dan masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan sistem online. 
c. Analisis System 
Sistem merupakan elemen-elemen yang saling berhubungan dan saling 
mempengaruhi satu sama lain. Menurut McLeod dalam Zakiyudin (2012:5) sistem 
adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk 
mencapai suatu tujuan. Sistem online berperan dalam kegiatan pengelolaan pajak 
daerah yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak daerah terdiri 
dari 3 sistem yaitu: 
1) Self assessment system 
2) Official assessment system  
3) Withholding system 
Pemungutan Pajak Hiburan menganut sistem self assessment dimana Wajib 
Pajak harus menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri 
pajak yang terutang. Wajib Pajak yang telah menyetujui untuk menghubungkan 
sistem cash register mereka dengan sistem online, maka segala data transaksi 
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usaha Wajib Pajak langsung masuk ke database Badan Pelayanan Pajak Daerah. 
Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Malang Nomor 2 Tahun 2015 pasal 67 
ayat (2) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan 
Parkir yang pajaknya dibayar sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data 
transaksi usahanya kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah.  Proses  pelaporan  ini  
juga dijelaskan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan 
Penundaan Pembayaran Pajak Daerah yang isinya Wajib Pajak atau Penanggung 
Pajak, melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan objek Pajak Daerah 
melalui online system. Peran sistem online dalam proses pelaporan pajak juga 
diungkapkan oleh informan 2 sebagai berikut: 
“Yang pertama jelas baik wajib pajak maupun BPPD dapat mengetahui 
omzet dari wajib pajak itu sendiri, terus juga prosesnya jauh lebih cepat dan 
praktis, kalau dulu wajib pajak harus mengisi SPTPD terus datang ke kantor 
ataupun mengirimkannya namun sekarang dengan adanya pajak online tidak 
perlu lagi seperti itu lagi jadi semua data transaksinya sudah terekam ke 
database dan diselesaikan by system” 
Sistem online memungkinkan pengiriman data-data transaksi secara real 
time. Pengiriman data transaksi secara real time tersebut memudahkan Wajib 
Pajak dalam melaporkan data transaksi mereka yang selama ini mereka 
lampirkan dalam bentuk hard copy (bon dan bill) menjadi bentuk soft copy (data 
komputer) langsung ke Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dalam penerapan sistem 
online pajak hiburan di Kota Malang, maka system yang digunakan oleh Badan 
Pelayanan Pajak Daerah telah sesuai dengan teori yang digunakan karena sistem 
online berperan dalam proses pelaporan pajak dan juga berperan dalam proses 
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pengawasan pajak. Sistem self assessment ini petugas pajak hanya bertugas 
untuk mengawasi saja apakah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak sudah benar atau belum. Selama ini petugas pajak 
melakukan pengawasan terhadap SPTPD dengan cara membandingkan omzet 
transaksi usaha yang dilaporkan dalam SPTPD dengan bukti-bukti transaksi 
usaha Wajib Pajak berupa bon bill. Setelah sistem online berjalan, petugas pajak 
melakukan proses pengawasan terhadap SPTPD yang disampaikan oleh Wajib 
Pajak dengan melihat data transaksi usaha yang masuk ke database Badan 
Pelayanan Pajak Daerah melalui sistem online dan semua diselesaikan by system. 
d. Analisis Style  
Gaya kepempimpinan dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi kinerja 
suatu organisai tersebut dimana proses pengambilan keputusannya dilakukan oleh 
pimpinan organisasi. Kepemimpinan menurut Thoha (2012:121) yaitu aktivitas 
untuk mempengaruhi perilaku orang lain yang diarahkan agar tercapainnya suatu 
tujuan tertentu. Handoko dalam Samudera (2012:33) menyebutkan bahwa 
pendekatan perilaku pemimpin terbagi menjadi 2, pertama yaitu pendekatan 
perilaku yang menekankan pada fungsi yang dilakukan pemimpin agar organisasi 
berjalan efektif dan yang kedua adalah pendekatan yang memusatkan pada gaya 
kepemimpinan dalam hubungan dengan bawahannya. Setiap pemimpin memiliki 
gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, ada yang menggunakan gaya yang 
menekankan kepada tugas yang harus dikerjakan bawahannya dan ada yang 
menekankan pada pemeliharaan hubungan antara pimpinan dan bawahan. Gaya 
kepemimpinan tersebut dapat menggambarkan seorang pemimpin dalam 
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mengambil keputusan pada suatu organisasi yang akan mempengaruhi kinerja 
suatu organisasi. 
Gaya kepemimpinan yang ditekankan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah 
Kota Malang merupakan gaya kepemimpinan yang memelihara hubungan dengan 
bawahan. Pemeliharaan hubungan yang baik dapat menciptakan suasana kondisi 
kerja yang kondusif dan dapat meningkatkan kinerja yang baik. Hal ini sesuai 
dengan yang disampaikan oleh informan sebagai berikut : 
“Gaya kepemimpinan disini Normatif aja ya, begitu pimpinan memberikan 
perintah kita langsung laksanakan dan disini juga antara atasan dengan 
bawahan menjalin hubungan dengan baik jadi atasan tidak begitu menekan 
dalam memberikan tugas ataupun arahan” 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dalam penerapan sistem 
online pajak hiburan di Kota Malang, maka style yang digunakan oleh Badan 
Pelayanan Pajak Daerah telah sesuai dengan teori yang digunakan yaitu faktor 
yang menyebabkan gaya kepemimpinan yang memelihara hubungan dengan 
bawahan adalah faktor internal dari Badan Pelayanan Pajak Daerah seperti 
sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada pada Badan Pelayanan 
Pajak Daerah dapat dikatakan sangat menjaga hubungan baik antara sesama 
pegawai dari semua jabatan. Gaya kepemimpinan yang normatif ini, apabila 
pimpinan memberikan tugas atau perintah maka langsung dilaksanakan dan 
saling menjalin hubungan dengan baik antara atasan dengan bawahan. 
e. Analisis Staff 
Suatu organisasi dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari dukungan staf 
yang berkualitas. Staf merupakan pejabat atau pegawai yang bekerja pada suatu 
organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan suatu unit 
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organisasi. Organisasi akan menentukan kriteria pekerja yang dianggap sesuai 
dengan keberadaan dan tujuan organisasi. Staf yang berkualitas dapat diperoleh 
dengan proses seleksi, rekrutmen, dan training. Seseorang dengan latar belakang 
pendidikan administrasi tidak akan ditempatkan di bidang teknologi informasi 
mapun sebaliknya. Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam menempatkan staf 
selalu menyesuaikan antara posisi yang ditempati dengan kualifikasinya agar 
sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawainya. Hal ini 
disampaikan oleh informan 2 sebagai berikut: 
“Kalau sistem pajak online ini memang ada pekerjaan spesifik yang hanya 
bisa dikerjakan oleh orang bagian IT tetapi itu hanya untuk masalah 
koneksi database saja dan itu hanya sesekali. Secara keseluruhan 
penempatan oleh pihak BPPD sudah sesuai dengan yang posisi yang 
diperlukan”. 
 Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dalam penerapan sistem 
online pajak hiburan di Kota Malang, maka staff yang terdapat dalam Badan 
Pelayanan Pajak Daerah telah sesuai dengan teori yang digunakan. Secara 
keseluruhan penempatan oleh pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah telah sesuai 
dengan posisi yang diperlukan. Kesesuaian seseorang dengan posisi yang 
ditempati memiliki dampak terhadap kinerjanya. Seorang staff yang menduduki 
posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya harus melakukan 
proses pembelajaran dan pelatihan yang dapat membantu menyesuaikan kinerja 
staff tersebut. Badan Pelayanan Pajak Daerah harus mengetahui apa saja yang 
dibutuhkan oleh pegawainya agar tidak terjadi kesalahan pada penempatan staff 
dan mengantisipasi adanya rotasi pergantian pegawai yang dikarenakan perubahan 
struktur organisasi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. 
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f. Analisis Skill 
Skill atau keterampilan merupakan kemampuan seseorang dalam suatu 
organisasi untuk dapat bekerja sesuai dengan harapan. Keterampilan tersebut 
diperlukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Kualitas 
seorang petugas pajak dipengaruhi oleh skill yang dimilikinya. Meningkatkan 
kemampuan pegawai dalam organisasi dapat dilakukan melalui pendidikan dan 
pelatihan khusus. Pendidikan diperoleh melalui jenjang pendidikan seperti SD, 
SMP, SMA, serta S1/sederajat, pelatihan khusus diperoleh melalui pelatihan 
keterampilan. Badan Pelayanan Pajak Daerah menunjukkan kepeduliannya pada 
skill stafnya dengan cara menyelenggarakan diklat. Diklat atau Pendidikan dan 
Pelatihan merupakan in house training yang bertujuan untuk  meningkatkan skill 
pegawainya. Materi yang diberikan pada Diklat ini masih seputar dengan ilmu 
perpajakan. Hal ini diungkapkan informan 2 sebagai berikut: 
“Untuk skill sebetulnya tidak begitu perlu tenaga yang terampil, yang 
penting bisa mengoperasikan komputer dan untuk meningkatkan 
kemampuan pegawainya pihak BPPD sering mengadakan pelatihan 
khusus ataupun diklat untuk meningkatkan kemampuan dari para pekerja 
yang ada di Badan Pelayanan Pajak Daerah” 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dalam penerapan sistem 
online pajak hiburan di Kota Malang, maka skill yang terdapat dalam Badan 
Pelayanan Pajak Daerah telah sesuai dengan teori yang digunakan yaitu 
kemampuan pegawai yang terdapat pada Badan Pelayanan Pajak Daerah telah 
sesuai dengan yang diharapkan dan Badan Pelayanan Pajak Daerah juga 
melakukan diklat atau pelatihan untuk lebih meningkatkan kempampuan 
pegawainya. Meningkatnya kemampuan pegawai akan menghasilkan kinerja 
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pegawai yang lebih baik dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap 
keberhasilan organisasi pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. 
g. Analisis Shared Values 
Shared values atau nilai kebersamaan merupakan sebuah budaya dalam 
organisasi yang mencakup pemahaman penting mengenai norma sikap, dan 
keyakinan yang terdapat dalam sebuah organisasi. Shared value berperan untuk 
mempersatukan organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Budaya organisasi 
dapat diterapkan melalui visi dan misi organisasi. 
Badan Pelayanan Pajak Daerah memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan 
pemugutan pajak daerah. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam 
menjalankan tugasnya memliki visi dan misi untuk memenuhi tujuan yang ingin 
dicapai. 
Visi dari Badan Pelayanan Pajak Daerah ialah “Terwujudnya Penerimaan 
Pajak Daerah Yang Optimal Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”. Untuk 
mencapai visi yang telah dibuat, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang 
berusaha dan bekerja keras dalam melakukan penagihan dan pelayanan pajak 
yang terbaik serta bekerja secara profesional guna meningkatkan penerimaan 
pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun misi yang 
dijalankan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang ialah “Mengoptimalkan 
Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pelayanan Publik Yang Profesional, Akuntabel, 
dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat”. Sistem online merupakan 
perwujudan dari misi Badan Pelayanan Pajak Daerah yaitu mengoptimalkan 
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penerimaan pajak daerah melalui pelayanan publik yang profesional, akuntabel, 
dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang 
diungkapkan informan 2 sebagai berikut: 
“Tujuannya meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah karena BPPD 
ingin mengoptimalkan peneriman daerah dari sektor pajak. Lalu untuk 
memudahkan wajib pajak juga dalam mekanisme pelaporan dan pembayaran 
pajaknya, jadi wajib pajak tidak perlu datang ke BPPD dengan bawa uang 
tunai dan seluruh bon bill dan bisa langsung mencetak bukti pembayaran 
pajaknya. 
Berdsarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam penerapan sistem 
online pajak hiburan di Kota Malang, maka shared values yang terdapat dalam 
Badan Pelayanan Pajak Daerah telah sesuai dengan teori yang digunakan yaitu 
sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah 
Malang. 
2. Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pelaksanaan Sistem 
Online Pajak Hiburan di Kota Malang 
a. Faktor Penghambat 
Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan sistem online pajak hiburan di 
Kota Malang ada 2, yaitu hambatan secara teknis dan non teknis. Hambatan teknis 
yang terdapat dalam pelaksanaan sistem online terletak pada perangkat pendukung 
sistem online seperti gangguan yang terjadi pada koneksi, maintenance, serta 
vendor sebagai pihak ketiga. Hal ini seperti diungkapkan informan sebagai 
berikut: 
“Kendala yang dihadapi biasanya terdapat pada vendor yang kurang 
kooperatif. Wajib pajak enggan bekerja sama dengan vendor dikarenakan 
adanya tambahan biaya pada pemasangan cash register yang cukup 
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memberatkan wajib pajak. Oh iya gangguan koneksi serta maintenance 
yang sering terjadi juga menjadi kendala.” 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hambatan teknis yang 
terjadi pada penerapan sistem online berasal dari pihak ketiga serta koneksi yang 
terjadi. Adanya tambahan biaya dari pihak ketiga sebagai vendor dalam 
pemasangan cash register yang membuat wajib pajak keberatan dipasang alat 
pajak online. Terjadinya gangguan terhadap koneksi serta maintenance juga 
menjadi faktor yang menghambat secara teknis. 
Hambatan kedua yang dihadapi yaitu secara non teknis yang berasal dari 
wajib pajak. Diketahui bahwa tujuan dari penerapan sistem online adalah sebagai 
fungsi pengawasan yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah. Saat ini 
terdapat 150 Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar pada Badan Pelayanan Pajak 
Daerah Kota Malang, namun hanya 23 Wajib Pajak Hiburan yang menggunakan 
sistem online. Data wajib pajak yang menggunakan sistem online dapat diketahui 
pada tabel 5. Rendahnya Wajib Pajak Hiburan yang ikut serta dalam program 
penerapan sistem online dikarenakan keengganan wajib pajak untuk dionlinekan. 
Hal ini seperti yang diungkapkan informan sebagai berikut: 
“Wajib pajak kan sifatnya beda-beda ya, ada yang antusias sekali terhadap 
program online ini ada juga yang tidak ingin mengikuti program online. 
Kalau mereka yang antusias mereka sangat senang dengan adanya sistem 
online karena memudahkan mereka dalam melaporkan transaksi usahanya, 
tetapi juga ada yang tidak mau karena kalau sudah online kan semua udah 
masuk database dan tidak bisa dimanipulasi transaksi usahanya dan juga 
takut data-data transaksinya tersebar.” 
Wajib Pajak Hiburan yang tidak ingin mengikuti sistem online ditunjukkan 
dengan cara menolak saat petugas pajak melakukan pendekatan secara persuasif 
serta melakukan sosialisasi agar Wajib Pajak Hiburan menggunakan sistem 
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online. Wajib Pajak Hiburan takut data-data transaski mereka tidak terjaga 
kerahasiaanya karena semua sudah terekam ke dalam database. 
Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam menanggulangi permsalahan tersebut 
membuat langkah-langkah dengan cara melakukan sosialisasi tehadap Wajib 
Pajak Hiburan agar dapat mengkuti program online. Awalnya Wajib Pajak 
Hiburan banyak yang keberatan, akhirnya pihak BPPD melakukan pendekatan 
persuasif kepada Wajib Pajak Hiburan yang belum mengikuti sistem online agar 
mereka berpartisipasi dalam program pajak online. 
b. Faktor Pendukung 
Pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan melalui sistem online di Kota 
Malang tercantum dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan 
Penundaan Pembayaran Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 
2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah. Kerja sama antara Badan Pelayanan Pajak 
Daerah dengan vendor sebagai pihak ketiga selaku penyedia alat pajak online, 
Bank BRI sebagai partner BPPD serta Wajib Pajak Hiburan yang berpartisipasi 
dalam program pajak online yang menjadi faktor pendukung lain berjalanya 
pelaksanaan sistem online tersebut. 
